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NO. NAMAPELABUHAN rUNGSI STRATEGIOPERASIONALISASI
1. Pelabuhan Bitung Pelabuhan a. mengembangkan dan mernantapkan Pelabuhan Bitung untuk rneningkatkan pengembangan Kawasan

Utama Andalan Manado dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata, dan industri,
Kawasan Andalan Dumoga-Kotamobagu dan Sekitarnya (Bolaang Mongondow) dengan sektor
unggulan pertanian, perkebunan, dan perikanan, Kawasan Andalan Laut Bunaken dan sekitarnya
dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata, serta Kawasan Andalan Laut Batutoli dan
sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertarnbangan dan pariwisata

b. mengembangkan dan memantapkan Pelabuhan Bitung yang terpadu dengan pengernbangan jaringan
Jalan Lintas Barat Pulau Sulawesi,jaringan jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Utara,
jaringan penyeberangan antarprovinsi dan antarpulau, dan Bandar Udara SamRatulangi

c. rnengembangkan kegiatan ekspor-irnpor antarnegara dan antarpulau dalam jumlah besar dengan
manfaatkan ALKIIII dari/menuju Kawasan Asia Pasifik, dengan komoditas unggulan ikan beku, ikan
kaleng, udang, kelapa, kacang tanah, minyak atsiri, minyak kelapa, kopi, dan kakao

d. mengembangkan dan memantapkan Pelabuhan Bitung untuk meningkatkan pengembangan kawasan
perkotaan nasional, meliputi PKNKawasan Perkotaan Manado- Bitung, PKWTomohon, PKWTondano,
dan PKWKotamobagu

e. mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang Pelabuhan Bitung
f. memanfaatkan bersama Pelabuhan Bitung untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara
z· memanfaatkan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan peruntukan

pelabuhan
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a. mengembangkan dan memantapkan Pelabuhan Pantoloan untuk meningkatkan pengembangan
Kawasan Andalan Palu dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, industri, pertanian,
perkebunan, pariwisata, dan pertambangan, Kawasan Andalan Poso dan Sekitarnya dengan sektor
unggulan pertanian, perikanan, pariwisata, perkebunan, dan industri, serta Kawasan Andalan
Kolonedale dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, pariwisata, perkebunan,
agroindustri, dan pertambangan

b. mengembangkan dan memantapkan Pelabuhan Pantoloan yang terpadu dengan pengembangan
jaringan Jalan Lintas Barat Pulau Sulawesi, jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi
Bagian Utara, dan Bandar Udara Mutiara

h. memantapkan Pelabuhan Bitung untuk rneningkatkan akses PKNKawasan Perkotaan Manado-Bitung
menuju tujuan-tujuan pemasaran produk unggulan

1. menetapkan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada
keberadaan jalur transportasi laut

J. menetapkan kawasan penyangga (buffer zone) untuk rnenjaga fungsi Pelabuhan Bitung
k. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah

Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang
undangan yang berlaku

Pelabuhan
Utama

2. Pelabuhan Pantoloan
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c. mengembangkan kegiatan ekspor-irnpor antarnegara dan antarpulau dalam jumlah besar dengan
manfaatkan ALKIII darilmenuju Kawasan Asia Pasifik, dengan komoditas unggulan kakao, kayu,
minyak kelapa, dan meubel

d. mengembangkan dan memantapkan Pelabuhan Pantoloan untuk meningkatkan pengembangan
kawasan perkotaan nasional, meliputi PKNPalu, PKWDonggala, PKWPoso, PKWPasangkayu, dan
PKWKolonedale

e. mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang Pelabuhan Pantoloan
f. memanfaatkan bersama Pelabuhan Pantoloan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara
g. memanfaatkan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan peruntukan

pelabuhan
h. memantapkan Pelabuhan Pantoloan untuk meningkatkan akses PKN Palu menuju tujuan-tujuan

pemasaran produk unggulan
1. menetapkan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada

keberadaan jalur transportasi laut
J. menetapkan kawasan penyangga (buffer zone) untuk rnenjaga fungsi Pelabuhan Pantoloan
k. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah

Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang
undangan yang berlaku
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a. mengembangkan dan memantapkan Pelabuhan Soekarno-Hatta (Makassar) untuk meningkatkan
pengembangan Kawasan Andalan Makassar-Sungguminasa- Takalar-Maros (Mamminasata) dan
Sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, industri, pertanian, agroindustri, dan perikanan,
Kawasan Andalan Bulukumba-Watarnpone dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan,
agroindustri, pariwisata, perikanan, dan perdagangan, Kawasan Andalan Laut Kapoposang dan
Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertarnbangan, dan pariwisata, Kawasan Andalan Laut
Singkarang-Takabonerate dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan, dan
pariwisata, serta Kawasan Andalan Laut Selat Makassar dengan sektor unggulan perikanan dan
pariwisata

b. rnengembangkan dan memantapkan Pelabuhan Soekarno-Hatta (Makassar) yang terpadu dengan
pengembangan jaringan jalan Lintas Barat Pulau Sulawesi, jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat
Pulau Sulawesi Bagian Selatan, jaringan penyeberangan antarpulau, dan Bandar Udara Sultan
Hassanuddin

c. mengembangkan kegiatan ekspor-impor antarnegara dan antarpulau dalam jumlah besar dengan
manfaatkan ALKIII dari/menuju Kawasan Asia Pasifik, dengan komoditas unggulan peternakan dan
olahannya, ikan beku, ikan kaleng, udang, padi, tepung tapioka, sayuran segar, buah-buahan, migas,
dan obat-obatan

d. mengembangkan dan memantapkan Pelabuhan Soekarno-Hatta (Makassar) untuk rneningkatkan
pengembangan kawasan perkotaan nasional, meliputi PKNKawasan Perkotaan Mamminasata, PKW
Pangkajene, PKWBarru, PKWPare-pare, PKWWatampone, PKWjeneponto, dan PKWBulukumba

3. Pelabuhan Soekarno-Hatta Pelabuhan
(Makassar) Utama
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a. mengembangkan dan memantapkan Pelabuhan Gorontalo untuk meningkatkan pengembangan
Kawasan Andalan Gorontalo dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, dan perkebunan,
Kawasan Andalan Marisa dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, dan perikanan, serta
KawasanAndalan Laut Tomini dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata

Pelabuhan
Pengumpul

4. Pelabuhan Gorontalo

e. rnengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang Pelabuhan Soekarno-Hatta
(Makassar)

f. memanfaatkan bersama Pelabuhan Soekarno-Hatta (Makassar)untuk kepentingan pertahanan dan
keamanan negara

z. memanfaatkan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan peruntukan
pelabuhan

h. memantapkan Pelabuhan Soekarno-Hatta (Makassar) untuk meningkatkan akses PKN Kawasan
Perkotaan Mamminasata menuju tujuan-tujuan pemasaran produk unggulan

1. menetapkan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada
keberadaan jalur transportasi laut

J. menetapkan kawasan penyangga (buffer zone) untuk rnenjaga fungsi Pelabuhan Soekarno-Hatta
(Makassar)

k. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah
Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang
undangan yanz berlaku
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NO. NAMAPELABUHAN ruNGSI STRATEGIOPERASIONALISASI
b. mengembangkan dan memantapkan Pelabuhan Gorontalo yang terpadu dengan pengembangan

jaringan jalan Lintas Timur Pulau Sulawesi, jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi
Bagian Utara, jaringan penyeberangan antarprovinsi, dan Bandar Udara Djalaludin

c. mengembangkan kegiatan ekspor-impor antarnegara dan antarpulau dalam jumlah besar dengan
manfaatkan ALKIIII dari/menuju Kawasan Asia Pasifik, dengan komoditas unggulan jagung, tepung
tapioka, pakan ternak, gula, madu, dan kayu

d. mengembangkan dan memantapkan Pelabuhan Gorontalo untuk meningkatkan pengembangan
kawasan perkotaan nasional, meliputi PKN Gorontalo, PKW Isimu, PKW Kuandang, dan PKW
Tilamuta

e. mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang Pelabuhan Gorontalo
f. memanfaatkan bersama Pelabuhan Gorontalo untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara
g. memanfaatkan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan peruntukan

pelabuhan
h. memantapkan Pelabuhan Gorontalo untuk meningkatkan akses PKN Gorontalo menuju tujuan-

tujuan pemasaran produk unggulan
1. menetapkan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada

keberadaan jalur transportasi laut
J. menetapkan kawasan penyangga (buffer zone) untuk menjaga fungsi Pelabuhan Gorontalo
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a. mengernbangkan dan memantapkan Pelabuhan Donggala untuk rneningkatkan pengembangan
Kawasan Andalan Palu dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, industri, pertanian,
perkebunan, pariwisata, dan pertambangan

b. rnengembangkan dan memantapkan Pelabuhan Donggala yang terpadu dengan pengembangan
jaringan jalan Lintas Barat Pulau Sulawesi, jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi
Bagian Utara, dan Bandar Udara Mutiara

c. mengembangkan kegiatan ekspor-impor antarnegara dan antarpulau dalam jumlah besar dengan
manfaatkan ALKIII dari/menuju Kawasan Asia Pasifik, dengan komoditas unggulan kakao, kayu,
gula, dan minyak kelapa

d. mengembangkan dan memantapkan Felabuhan Donggala untuk meningkatkan pengembangan
kawasan perkotaan nasional, meliputi PKNPalu dan PKWDonggala

e. mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang Pelabuhan Donggala
f. memanfaatkan bersama Pelabuhan Donggala untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara
z. memanfaatkan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan peruntukan

pelabuhan

Pelabuhan
Fengumpul

5. Pelabuhan Donggala

k. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah
Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang
undangan yang berlaku
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a. mengembangkan dan memantapkan Pelabuhan Toli-toli untuk meningkatkan pengembangan
KawasanAndalan Toli-toli dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perkebunan, perikanan, pertanian,
pariwisata, dan pertambangan

b. mengembangkan dan memantapkan Pelabuhan Toli-toli yang terpadu dengan pengembangan
jaringan Jalan Lintas Barat Pulau Sulawesi, jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi
Bagian Utara, dan jaringan penyeberangan antarpulau

c. mengembangkan kegiatan ekspor-impor antarnegara dan antarpulau dalam jumlah besar dengan
manfaatkan ALKIII dari/menuju Kawasan Asia Pasifik, dengan komoditas unggulan kakao, ikan laut,
kayu, dan madu

Pelabuhan
Pengumpul

6. Pelabuhan Toli-toli

h. memantapkan Pelabuhan Donggala untuk meningkatkan akses PKN Palu menuju tujuan-tujuan
pemasaran produk unggulan

1. menetapkan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada
keberadaan jalur transportasi Iaut

J. menetapkan kawasan penyangga (buffer zone) untuk menjaga fungsi Pelabuhan Donggala
k. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah

Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang
undangan yang berlaku
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a. mengembangkan dan memantapkan Pelabuhan Pare-pare untuk rneningkatkan pengembangan
Kawasan Andalan Pare-pare dan Sekitarnya dengan sektor unggulan agroindustri, pertanian,
perikanan, dan perkebunan, serta Kawasan Andalan Laut Selat Makassar dengan sektor unggulan
perikanan dan pariwisata

Pelabuhan
Fengumpul

7. Pelabuhan Pare-pare

d. mengernbangkan dan memantapkan PeIabuhan Toli-toli untuk rneningkatkan pengembangan
kawasan perkotaan nasional, meliputi PKWToli-toli dan PKWBuol

e. mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang Pelabuhan Toli-toli
f. memanfaatkan bersama Pelabuhan Toli-toli untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara
z. memanfaatkan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan peruntukan

pelabuhan
h. memantapkan Pelabuhan Toli-toli untuk meningkatkan akses PKWToli-toli menuju tujuan-tujuan

pemasaran produk unggulan
1. menetapkan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada

keberadaan jalur transportasi laut
J. menetapkan kawasan penyangga (buffer zone) untuk rnenjaga fungsi Pelabuhan Toli-toli
k. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah

Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang
undangan yanz berlaku
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NO. NAMAPELABUHAN FUNGSI STRATEGIOPERASIONALISASI
b. rnengembangkan dan memantapkan Pelabuhan Pare-pare yanz terpadu dengan pengernbangan

jaringan jalan Lintas Barat Pulau Sulawesi dan jaringan jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi
Bagian Selatan

c. mengembangkan kegiatan ekspor-impor antarnegara dan antarpulau dalam jumlah besar dengan
manfaatkan ALKIII dari/menuju Kawasan Asia Pasifik, dengan komoditas unggulan peternakan dan
olahannya, ikan beku, padi, tepung tapioka, sayuran segar, dan buah-buahan

d. mengembangkan dan memantapkan Pelabuhan Pare-pare untuk meningkatkan pengembangan
kawasan perkotaan nasional, meliputi PKWPare-pare

e. rnengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang Pelabuhan Pare-pare
f. memanfaatkan bersama Pelabuhan Pare-pare untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara
z· memanfaatkan ruanz untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan peruntukan

pelabuhan
h. memantapkan Pelabuhan Pare-pare untuk meningkatkan akses PKW Pare-pare menuju tujuan-

tujuan pemasaran produk unggulan
1. menetapkan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada

keberadaan jalur transportasi laut
J. menetapkan kawasan penyangga (buffer zone) untuk rnenjaga fungsi Pelabuhan Pare-pare
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a. mengembangkan dan memantapkan Pelabuhan Belang-belang untuk meningkatkan pengembangan
Kawasan Andalan Mamuju dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perkebunan, pertanian,
kehutanan, agroindustri, dan perikanan

b. mengembangkan dan memantapkan Pelabuhan Belang-belang yang terpadu dengan pengembangan
jaringan jalan Lintas Barat Pulau Sulawesi, jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi
Bagian Selatan, jaringan penyeberangan antarpulau, dan Bandar Udara Tampa Padang

c. mengembangkan kegiatan ekspor-impor antarnegara dan antarpulau dalam jumlah besar dengan
manfaatkan ALKIII dari/menuju Kawasan Asia Pasifik,dengan komoditas unggulan kakao, ikan beku,
kayu, padi, dan minyak kelapa

d. mengembangkan dan memantapkan Pelabuhan Belang-belang untuk meningkatkan pengembangan
kawasan perkotaan nasional, meliputi PKWMamuju dan PKWMajene

e. mengernbangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang Pelabuhan Belang-belang
f. memanfaatkan bersama Pelabuhan Belang-belang untuk kepentingan pertahanan dan keamanan

negara

8. Pelabuhan Belang-belang Pelabuhan
Pengumpul

k. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah
Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang
undangan yang berlaku
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DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NO. NAMAPELABUHAN rUNGSI STRATEGIOPERASIONALISASI

z· memanfaatkan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan peruntukan
pelabuhan

h. memantapkan Pelabuhan Belang-belang untuk meningkatkan akses PKWMamuju menuju tujuan-
tujuan pemasaran produk unggulan

1. menetapkan pelarangan kegiatan di ruanz udara bebas di atas badan air yang berdampak pada
keberadaan jalur transportasi laut

J. menetapkan kawasan penyangga (buffer zone) untuk rnenjaga fungsi Pelabuhan Belang-belang
k. membatasi pemanfaatan ruanz di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah

Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus rnendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan
perundanz-undanzan
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